
 

 

BUPATI BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

   NOMOR 73 TAHUN 2021  32 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLITAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan 

kemampuan keuangan pemerintah desa, 

meningkatkan perekonomian desa, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi 

dan/atau pelayanan umum masyarakat 

perdesaan, pemerintah desa dapat mendirikan 

badan usaha milik desa; 

  b. bahwa agar pengelolaan badan usaha milik 

desa lebih profesional, terbuka, berdaya guna 

dan berhasil guna, perlu menyusun pedoman 

pemberdayaan badan usaha milik desa dalam 

Peraturan Bupati; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950   
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Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 117 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 

176 Undang-Undang- Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan 

Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang 

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan 

Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 
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  8. 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 

Nomor 17); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, 

Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar 

Nomor 61); 

  10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2019 Nomor 76/D); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN 

BADAN USAHA MILIK DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 
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4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Desa. 

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut 

BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh 

Desa dan/atau bersama Desa-desa guna mengelola 

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan 

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 

pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa. 

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara 

mandiri oleh BUM Desa.  

8. Unit Usaha BUM Desa adalah BUM Desa yang 

melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum berbadan hukum yang 

melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis.  

10. Pegawai Lainnya adalah pegawai teknis atau 

fungsional atau yang disebut dengan nama lain yang 

tugasnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

BUM Desa. 
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11. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata 

laksana organisasi BUM Desa yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang 

pendirian BUM Desa. 

12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi 

BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, 

penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 

kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 

APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

15. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik 

BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda 

lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud 

ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi 

yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 

pelaksanaan pemberdayaan BUM Desa dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

 

Pasal 3 

Pemberdayaan BUM Desa ini bertujuan untuk: 

a. menanggulangi kemiskinan; 

b. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas 

pengelolaan BUM Desa untuk pertumbuhan ekonomi 

Desa merata; dan 

c. membangun dan mengembangkan masalah ekonomi 

produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa untuk 

mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar 

lingkungan. 
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Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas: 

a. modal; dan 

b. pemberdayaan BUM Desa. 

 

BAB III 

MODAL 

 

Pasal 5 

(1) Modal BUM Desa terdiri atas: 

a. penyertaan modal Desa; 

b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan 

c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam 

Musyawarah Desa untuk menambah modal. 

(2) Modal awal BUM Desa berasal dari: 

a. penyertaan modal Desa; dan 

b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal 

masyarakat Desa.  

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a bersumber dari APBDesa yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari 

lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan 

hukum, orang perseorangan, dan/atau gabungan 

orang dari Desa. 

 

Pasal 6 

(1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa 

dapat dilakukan untuk: 

a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau  

b. penambahan modal BUM Desa. 

(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa:  

a. uang; dan/atau  

b. barang selain tanah dan bangunan. 
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(3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:  

a. uang; dan/atau  

b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan 

tanah dan bangunan. 

(4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal 

masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa. 

 

Pasal 7 

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa 

untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan 

untuk: 

a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau 

unit Usaha BUM Desa;  

b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan 

kapasitas usaha; dan/atau  

c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu. 

 

Pasal 8 

(1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau 

masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung 

kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.  

(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.  

(3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM 

Desa. 
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Pasal 9 

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal 

BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan 

rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.  

(2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis 

keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan 

pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya 

rencana kegiatan.  

(3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan 

dalam Musyawarah Desa.   

(4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan 

Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM 

Desa. 

 

 

Pasal 10 

Prosentase kepemilikan modal BUM Desa berdasarkan 

ketentuan: 

a. Pemerintah Desa paling sedikit 51% (lima puluh satu 

persen); dan 

b. unsur masyarakat paling banyak 49% (empat puluh 

sembilan persen). 

 

BAB IV 

PEMBERDAYAAN BUM DESA 

 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

 

Pasal 11 

Pembinaan BUM Desa bertujuan untuk mencapai 

perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem 

monitoring organisasi yang efektif dan efisien. 
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Pasal 12 

Pembinaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 dilakukan melalui strategi:  

a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa; 

b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan 

organisasi BUM Desa; 

c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit 

Usaha BUM Desa; 

d. penguatan kerja sama atau kemitraan; 

e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan; 

f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, 

pelaporan dan akuntabilitas; dan 

g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat 

bagi Desa dan masyarakat Desa. 

 

Pasal 13 

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

dijabarkan dalam program atau kegiatan:  

a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa; 

b. pemantauan dan pembinaan peraturan 

perundang-undangan di tingkat daerah terkait 

BUM Desa; 

c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran 

Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;  

d. penguatan citra BUM Desa sebagai badan hukum;  

e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM 

Desa;   

f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau 

pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa;   

g. penguatan koordinasi antar para pemangku 

kepentingan dalam pengembangan BUM Desa;  

h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa yang 

berfungsi memberikan bantuan penyelesaian 

masalah; dan 

i. program atau kegiatan lain dalam rangka 

revitalisasi kelembagaan BUM Desa.  



 11 

(2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan 

penguatan organisasi BUM Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dijabarkan dalam 

program atau kegiatan:  

a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi 

BUM Desa termasuk Musyawarah Desa, Penasihat, 

Pelaksana Operasional, dan Pengawas;  

b. peningkatan kapasitas Penasihat, Pelaksana 

Operasional, Pengawas, dan Pegawai dalam 

penyusunan dan pelaksanaan rencana program 

kerja;  

c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata 

laksana organisasi termasuk penerapan standar 

operasional manajemen dan prosedur operasional 

standar;  

d. pendampingan di bidang restrukturisasi 

organisasi; dan 

e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan 

kualitas manajemen dan penguatan organisasi 

BUM Desa.  

(3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa 

dan Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf c dijabarkan dalam program 

atau kegiatan: 

a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM 

Desa; 

b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan 

dan produksi; 

c. standardisasi proses pengolahan dan produksi; 

d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu; 

e. pendampingan di bidang pemasaran; 

f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa 

dan/atau Unit Usaha BUM Desa; dan 

g. program atau kegiatan lain dalam rangka 

penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit 

Usaha BUM Desa.  
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(4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d 

dijabarkan dalam program atau kegiatan: 

a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM 

Desa; 

b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa 

dengan dunia usaha; 

c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa 

dengan lembaga pembiayaan/keuangan; 

d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa 

dengan lembaga pemerintah; 

e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa 

dengan e-commerce; dan 

f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja 

sama atau kemitraan. 

(5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e 

dijabarkan dalam program atau kegiatan: 

a. perluasan sumber pendanaan; 

b. perluasan akses ke lembaga penjaminan; 

c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;  

d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal 

investasi; dan 

e. program/kegiatan lain untuk penguatan 

pengelolaan aset dan permodalan. 

(6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan 

administrasi pelaporan dan akuntabilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f 

dijabarkan dalam program atau kegiatan: 

a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai 

good corporate governance; 

b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi 

organisasi, keuangan dan usaha yang transparan 

dan akuntabel;  

c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang 

pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; 

dan 
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d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan 

kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan 

akuntabilitas.  

(7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan 

manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g 

dijabarkan dalam program atau kegiatan: 

a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai ekonomi 

budaya di Desa; 

b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha 

masyarakat Desa; 

c. peningkatan nilai tambah produk; 

d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha; 

e. bimbingan teknis pengembangan produk; 

f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang 

disediakan oleh BUM Desa; dan 

g. program atau kegiatan lain untuk penguatan 

pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa 

dan masyarakat Desa.  

 

Bagian Kedua 

Pengembangan 

 

Pasal 14 

(1) Pengembangan BUM Desa bertujuan untuk 

memperluas strategi pembinaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12. 

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pengembangan sumber daya 

manusia, pengembangan usaha, pengembangan 

jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan 

peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan 

BUM Desa dengan program atau kegiatan terpadu 

yang meliputi: 

a. pelatihan pengembangan usaha dan 

kewirausahaan sesuai kebutuhan dan 

pertumbuhan usaha; 
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b. dukungan penyediaan sumber daya untuk 

mewujudkan industrialisasi komoditas Desa 

melalui BUM Desa; 

c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan 

berkesinambungan; 

d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, 

dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan 

berkesinambungan; 

e. penyelenggaraan temu kemitraan antara sesama 

BUM Desa dengan pelaku usaha eknomi lain; 

f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;  

g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja 

sama usaha dan kerja sama non-usaha; 

h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan 

sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, 

bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; 

i. fasilitasi akses BUM Desa kepada sumber 

informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 

j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa 

ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik 

lokal, nasional, maupun internasional; 

k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan 

infrastruktur promosi; 

l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran 

dan distribusi, serta perluasan jangkauan 

pemasaran; 

m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan 

kapasitas pemasaran produk melalui media 

digital; dan 

n. program atau kegiatan pengembangan sesuai 

kebutuhan BUM Desa. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 

Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 25 November 2021 

BUPATI BLITAR, 
 

ttd 
 

RINI SYARIFAH 

                

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 25 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 
 

       ttd 
 

IZUL MAROM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 73/E 

  

SALINAN sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, SH. 
Pembina Tk. I 

NIP. 19680211 199412 2 003 


